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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia. Sehingga lingkungan harus 

dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan 

tidak dirusak, lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap 

perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan disekitarnya. Perilaku positif dapat 

menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi 

rusak. Integritas ini pula yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku 

baik dengan kehidupan di sekitarnya. Kerusakan alam diakibatkan dari sudut pandang manusia yang 

anthroposentris, memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Sehingga alam 

dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi hanya untuk memuaskan keinginan manusia (Azra, 

2010). Kondisi lingkungan mengalami perubahan baik secara cepat maupun perlahan-lahan, oleh 

berbagai faktor penyebab, dan beragam dampaknya. Perubahan pada salah satu atau lebih dari 

komponen lingkungan akan mempengaruhi komponen lainnya dari lingkungan tersebut dengan 

intensitas yang berbeda. Pertumbuhan penduduk di suatu daerah, misalnya, akan berpengaruh positif 

maupun negatif terhadap komponen lingkungan dari daerah tersebut seperti lahan, air, flora dan fauna, 

dll. Pertumbuhan penduduk memerlukan pangan, tempat tinggal, air bersih, dan lain lain yang dapat 

dipenuhi oleh lingkungan. Perubahan guna lahan akan berpengaruh pada komponen lain termasuk 

sumberdaya air dan tanah. Kerusakan lingkungan alam tidak bisa dilepaskan dari perilaku manusia. 

Terbukti, bahwa sebagian besar bencana-bencana yang terjadi bukanlah karena faktor alam semata, 

tetapi karena ulah dan perilaku manusia sendiri. Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi 

berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup tidak 

terlepas dari peran manusia sebagai penguasa lingkungan di bumi ini. Lingkungan adalah jumlah 

semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan 

kita. Batasan tentang lingkungan berdasarkan isinya untuk kepentingan praktis atau kebutuhan analisis 

perlu dibatasi hingga lingkungan dalam arti biosphere saja, yakni permukaan bumi, air, dan atmosfer 

tempat terdapat jasad-jasad hidup (Soegianto, 2012). Batasan lingkungan hidup dalam hal ini adalah 

semua benda, daya, dan kehidupan termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat 

dalam suatu ruangan, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad 

hidup lainnya, lalu definisi dari Emil Salim dalam (Danusaputra, 2005), lingkungan hidup adalah 



segala benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang 

hidup termasuk kehidupan manusia. 

Salah satu permasalahan lingkungan serius yang melanda beberapa daerah perkotaan di 

Indonesia adalah banjir. Banjir bukanlah murni karena faktor alam semata, namun juga karena faktor 

manusia yang antara lain disebabkan tidak terkendalinya perubahan pemanfaatan lahan serta 

mengindahkan kelestarian daerah aliran sungai dari hulu hingga hilir. Banjir adalah kondisi saat air 

meluap dari saluran air atau sungai dan membanjiri daratan yang seharusnya tidak tergenang air. 

Banjir dapat terjadi karena faktor alam misalnya terjadi karena curah hujan yang tinggi, meluapnya 

air atau bendungan, atau karena faktor lain seperti meluapnya air laut akibat badai atau tsunami. Banjir 

dapat terjadi di daerah perkotaan atau pedesaan dan memiliki  dampak yang merugikan, termasuk 

kerusakan pada bangunan, hilangnya tanaman atau ternak, dan bahkan kehilangan nyawa. Selain itu, 

banjir juga dapat menyebabkan terjadinya longsor, dan penyebaran penyakit yang terkait dengan air 

(Seno, 2013). 

Kota Palembang merupakan salah satu kota di Indonesia yang masih memiliki permasalahan 

terkait banjir yang selalu melanda setiap tahun. Permasalahan banjir yang menggenangi kawasan 

perkotaan tersebut sangatlah mengganggu aksesibilitas dan pergerakan perekonomian masyarakat. 

Kota Palembang yang merupakan daerah perkotaan, sebagian besar daerahnya rawa atau dataran 

rendah serta memiliki intensitas curah hujan 40 mm/tahun.  Direktur Jenderal Sumber Daya Air 

mengatakan bahwa ada 20 kota rawan banjir di Indonesia, salah satunya yaitu Kota Palembang. 

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota 

Palembang diketahui bahwa beberapa lokasi daerah di Daerah Aliran Sungai masuk kedalam 66 titik 

prioritas penanganan banjir di kota Palembang. Perubahan lahan sebanyak 25,74% sepanjang tahun 

2000-2020 telah menyebabkan beberapa daerah di Daerah Aliran Sungai mengalami banjir. Pada 

tahun 2020, terdapat 38 titik lokasi banjir di Daerah Aliran Sungai akibat reklamasi rawa dan 

pengurangan ruang terbuka hijau. Menurut Hoirisky dkk (2018), pada tahun 2020 ketinggian banjir 

di daerah aliran sungai berkisar antara 20-70 cm dengan durasi banjir selama 2-8 jam. Setiap musim 

hujan terjadi hampir sebagian ibu kota Provinsi Sumatera Selatan tersebut tergenang air, terutama 

pada jalan-jalan protokol serta pemukiman. Banjir dan genangan air pada sejumlah titik Palembang 

masih terus terjadi. contohnya, banjir di daerah Bendungan Simpang Polda yang menjadi langganan 

genangan air saat turun hujan dengan intensitas tinggi dan dibeberapa lokasi lain.  

Berikut lokasi genangan air/banjir yang terjadi dibeberapa Kecamatan yang ada di Kota 

Palembang. 

 



 

Tabel 1. Lokasi Genangan Air/ Banjir dengan Ketinggian 20-70 cm 

No Lokasi Genangan Air Kecamatan 

1. Jl. Soekarno-Hatta Alang-Alang Lebar 

2. Jl. Sultan Mahmud Badarrudin II Alang-Alang Lebar/Sukarami 

3. Jl. Kapt. A. Rivai Ilir Timur I 

4. Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara Gandus 

5. Jl. Prameswara Ilir Barat I 

6. Jl. Angkatan 45 Ilir Barat I 

7. Jl. Demang Lebar Daun Ilir Barat I 

8. Jl. Sultan Muh. Mansyur Ilir Barat I 

9. Jl. Puncak Sekuning Ilir Barat I 

10. Jl. Macan Kumbang-Jl. Kancil Putih Ilir Barat I 

11. Jl. Jendral Sudirman Ilir Timur I/Kemuning 

12. Jl. Gub. H. Bastari Seberang Ulu I 

13. Jl. A. Yani Seberang Ulu II 

14. Jl. Kh. Wahid Hasyim Seberang Ulu I 

15. Jl. Ki Merogan Kertapati 

16. Jl. R. Sukamto Ilir Timur II/Kemuning 

17. Jl. Sentosa Plaju 

18. Jl. Ryacudu Seberang Ulu I 

19. Jl. Veteran Ilir Timur I 

20. Jl. Mayor Ruslan Ilir Timur II 

Sumber Satu Data Palembang 2023 

Gambar 1. Peta Kawasan Rawan Banjir Kota Palembang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Sumber Satu Data Palembang 2023 

 

Berdasarkan observasi awal peneliti ketika mencoba mengkonfirmasi peta rawan banjir yang 

didapat dari sumber satu data Kota Palembang dengan kenyataan banjir yang diamati melalui aplikasi 

Avenza Maps pada saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi pada hari jumat 24 November 2023 

didapati data bahwa lebih dari separuh wilayah Kota Palembang terendam air. Sehingga memang 

terdapat kecocokan data dengan Peta Kawasan Rawan Banjir Kota Palembang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta Real Wilayah Terdampak Banjir dari Aplikasi Avenza Map 

Pengelolaan tata ruang perkotaan yang serampangan, penggunaan areal serapan air yang masif 

buat pemukiman, sampai perambahan hutan pada kawasan hulu sungai ditengarai menjadi penyebab 

melemahnya daya dukung lingkungan saat terjadinya hujan deras. Sejumlah tempat terendam air, 

mulai dari pusat kota sampai area pemukiman warga. Tak tanggung tanggung ketinggian air 

mencapai 1 meter hingga 1,5 meter. Walaupun setiap tahun dilakukan penambahan kolam retensi, 

terutama pada lokasi yang rawan banjir. Tetapi, keberadaan kurang lebih 42 kolam retensi di Kota 

Palembang itu pula relatif tak membantu bila hujan dengan intensitas tinggi terjadi. Bukan hanya 

kolam retensi, eksistensi pompa air yang memakai sistem pompanisasi pun kurang membantu pada 

waktu cuaca ekstrem itu melanda. Muka air Sungai Musi telah di atas muka air pada daratan Kota 

Palembang. Kolam retensi yang telah dibangun Pemerintah Kota belum dapat menampung seluruh 



volume debit limpasan dan mengakibatkan luapan air ke pemukiman masyarakat. Salah satu 

penyebab tidak tertampungnya limpasan karena kapasitas kolam retensi eksisting yang tidak sesuai, 

sebagai contoh seperti yang terjadi pada  kolam retensi Siti Khodijah (Al Amin. 2016). Begitu juga 

dengan kelayakan sarana dan prasarana kolam retensi lain yang belum memadai. Penyebab lain 

semakin meluasnya areal banjir di Kota Palembang akibat ketidak selarasan dari pemanfaatan ruang, 

antara manusia dengan alam sehingga munculnya kerusakan lingkungan, seperti perilaku masyarakat 

yang membuang sampah di area sungai. Kemudian banyak sekali kebijakan kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai, misalnya areal 

resapan air dibangun mall dan hotel berbintang seperti yang terjadi pada kebijakan Pembangunan, 

Pengelolaan dan Penyerahan (Build, Operate and Transfer / BOT) Aset Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan menjadi gedung pusat perbelanjaan, hotel bintang 4, dilokasi Mall Palembang Icon. 

Melihat dari kondisi permasalahan yang terjadi maka dibutuhkan suatu upaya pengendalian banjir. 

Selain hal tersebut diatas beberapa penyebab utama banjir di Kota Palembang antara lain:  

1. Topografi Kota Palembang 

Kota Palembang terletak di sebelah timur pulau Sumatera, secara umum areanya rendah dan 

memiliki ketinggian di atas permukaan laut antara 0~20 m. 50% dari keseluruhan daerahnya 

merupakan dataran yang tidak tergenang air, 15% tanah tergenang secara musiman dan 35% 

tanah tergenang terus menerus sepanjang musim. Terdapat perbedaan karakter topografi kota 

Palembang antara Seberang Ulu yang berbatasan dengan sungai Musi dan Seberang Ilir di 

sebelah utara. Seberang Ulu pada umumnya mempunyai topografi lebih rendah daripada muka 

air maksimum sungai Musi kecuali lahan-lahan yang telah dan akan dibangun di mana 

merupakan daerah reklamasi. Sebaliknya wilayah Seberang Ilir memiliki karakter lebih tinggi 

daripada permukaan laut sekitar 4-20m dan adanya lembah kontinyu namun tidak terjal. 

Rendahnya dataran kota secara geografis dan terletak di pinggiran sungai yang relatif memiliki 

dataran yang lebih rendah dibandingkan daerah lainnya. Kota Palembang posisinya lebih 

rendah dari permukaan laut, sehingga pasang-surut sungai akan mempengaruhi daerah ini yang 

membuatnya mudah terendam banjir. Begitupun secara geomorfologi Palembang merupakan 

dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 8 m dari permukaaan laut, yang sebagian besar 

terdiri dari rawa dan sungai. Kawasan Seberang Ulu dan Seberang Ilir dibagi oleh sungai Musi 

yang dipengaruhi pasang surut sekitar 3-5 meter. Hal ini juga berarti drainage based dari 

saluran atau sungai di kota sangat dipengaruhi oleh pasang surut di sungai Musi (Alia, 2018). 

2. Curah Hujan 



Kota Palembang termasuk daerah hutan hujan tropis karena mendapat pengaruh secara 

geografis yang letaknya berdekatan dengan garis ekuator, namun sama dengan sebagian besar 

wilayah Indonesia lainnya tampak adanya musim penghujan dan musim kemarau. 

Dikarenakan tidak memiliki perbedaan antara musim dingin dan musim panas yang cerah dan 

lembab dengan suhu tinggi tahunan, Palembang memiliki karakteristik perbedaan suhu 

tahunan lebih kecil daripada perbedaan suhu harian dan sering turunnya hujan deras lokal. 

Sering turun Squall (hujan badai yang mendadak) di antara waktu siang dan malam, suhu rata-

rata tahunannya adalah sekitar 27℃ dan curah hujan tahunan rata-rata adalah lebih dari atau 

sama dengan 2,500㎜. Curah Hujan Tinggi Daerah perkotaan biasanya memiliki curah hujan 

yang tinggi disebabkan karena panasnya daerah perkotaan yang mendorong peningkatan curah 

hujan dalam jumlah dan intensitas yang cukup besar. Namun sebaliknya daerah serapan air 

semakin menyusut karena pembangunan berbagai infrastruktur. Akibatnya kota semakin 

rawan dengan bencana banjir. Kota Palembang terletak antara 2°52’sampai 3°5’ Lintang 

Selatan dan 104°37’ sampai 104°52’ Bujur Timur. Saat ini wilayah administrasi Kota 

Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Luas wilayah Kota Palembang 

adalah 400,61 km2 atau 40.061 Ha. Kota Palembang diapit oleh 3 Kabupaten yaitu: Kabupaten 

Banyuasin, Muara Enim dan Ogan Ilir. Berdasarkan luasannya, Kecamatan Gandus memiliki 

luas terbesar dibandingkan kecamatan lainnya (68,78 km² / 17,17 %) dan Kecamatan Ilir Barat 

II merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil (6,22 km² / 1,55%) (Badan Pusat 

Statistik, 2023). Rata-rata curah hujan selama tahun 2023 berkisar antara 77,9 mm3 

(September) sampai 452,80 mm3 (Maret). Palembang mempunyai kelembaban udara relatif 

tinggi dimana pada tahun 2023 rata-rata berkisar antara 84,80% (Agustus) sampai 90,96% 

(November). Menurut BMKG Klas I Sumsel, perkiraan musim hujan dengan intensitas lebat 

puncak musim hujan akan terjadi pada Februari – Maret. Diperkirakan, di Palembang curah 

hujan akan tinggi di angka 200 sampai 400 mml (mililiter) pada Februari – Maret. Secara 

angka curah hujan ini lebih tinggi dibandingkan dengan DKI yang berada di angka 120,20 

mml. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 3.768 kejadian 

bencana alam terjadi di Indonesia sepanjang 2023. Pada 5 Oktober 2022 curah hujan lebat 

disertai angin kencang melanda kota Palembang, membuat hampir semua sudut kota 

mengalami banjir. Hal ini ditimbulkan karena meluapnya sungai musi. Ruas titik banjir 

tersebut berada pada kawasan jalan R.Soekamto, sekip bendung serta seduduk putih. pada 

lokasi tersebut air mengenangi jalan kurang lebih 20 cm, sebagai akibatnya banyak kendaraan 



yang sangat ekstra waspada saat akan melewati kawasan tersebut. Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat, curah hujan yang tinggi pada waktu itu 

merupakan kejadian langka yang dialami selama 30 tahun terakhir. berdasarkan catatan 

mereka, curah hujan ekstrem terakhir kali terjadi pada 6 Oktober 1980 lalu. Akibat banjir ini 

selain jalanan macet parah, sejumlah sekolah juga terpaksa harus meliburkan siswanya atau 

memberikan toleransi datang telat, sebab jalan macet parah diakibatkan banjir. Di antara 

bencana itu, ada kategori hidrometereologi, dan geologi. Bencana hidrometeorologi adalah 

bencana alam seperti banjir, longsor, dan puting beliung. Bencana ini terjadi sebagai dampak 

dari fenomena meteorologi seperti angin kencang, hujan lebat, dan gelombang tinggi. Banjir 

terjadi pada interval yang tidak teratur serta bervariasi dalam ukuran, durasi dan area yang 

terkena dampaknya. Air secara alami selalu mengalir dari daerah tinggi ke daerah rendah. 

Artinya di dataran rendah dapat terjadi banjir lebih cepat sebelum mencapai tempat yang lebih 

tinggi. Banjir dapat terjadi secara tiba-tiba dan surut dengan cepat. Namun bisa pula terjadi 

selama berhari-hari bahkan lebih lama (Putri, 2020). Di Palembang terdapat stasiun pengamat 

curah hujan seperti SMB Ⅱ, Kenten dan Plaju yang dapat dipercaya dalam hal data statistik 

melalui penjaminan data bertahun-tahun, dan data curah hujan stasiun-stasiun ini diperiksa. 

Dari Hasil pemeriksaan 3 stasiun terhadap curah hujan 25 tahun terakhir (tahun 1998~2023), 

diketahui bahwa curah hujan tahunan rata-rata adalah 2,568.2㎜, curah hujan bulanan rata-rata 

adalah 348.2㎜ dengan curah hujan terbanyak pada bulan Maret dan tersedikit pada bulan 

Agustus dengan 82.8㎜. Kemudian diketahui bahwa pada bulan Juni~September yang 

merupakan musim kemarau, secara relatif curah hujannya sedikit yaitu sekitar 16% dari curah 

hujan tahunan, sedangkan musim lainnya hujan turun secara berkelanjutan. 

Tabel 2. Curah Hujan 

 
Sumber : Data BMKG 2023 

 



 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik Curah Hujan 

 
         Sumber : Data BMKG 2023 

3. Kondisi Sistem Drainase  

Di kota Palembang mengalir sungai Musi yang mendapatkan pengaruh pasang surut dan 

membelah kota dari barat ke timur, sebagian besar air larian yang muncul dari DAS dibuang 

ke sungai Musi atau anak sungai Musi. Dikarenakan kenaikan pasang sungai Musi, jika muka 

airnya naik maka aliran akan berbalik aliran ke sub DAS sehingga muka air dalam saluran 

drainasenya naik, jika saat ini terjadi hujan deras lokal maka akan terjadi bencana banjir 

disebabkan drainase dalam DAS yang buruk. Walaupun kota Palembang sering dilanda banjir 

karena secara topografi sekitar 35% daerahnya merupakan dataran rendah yang lebih rendah 

dari ketinggian muka air maksimum sungai Musi, dataran rendah yang bukan daerah 

pembangunan menjadi daerah resapan air alami sehingga membawa elemen positif dalam 

mengurangi beban banjir di hilir. Namun, dikarenakan urbanisasi yang signifikan, 

dibangunnya perumahan, daerah perbisnisan, daerah industri dll di dataran rendah yang ada, 

membuat berkurangnya daerah resapan air, dan menyebabkan kondisi meningkatkan 

kemungkinan banjir akibat naiknya muka air saluran dan limpasan ( Alia, F, Al Amin, M. B et 

al. 2019). 

Gambar 4. Air Saluran dan Limpasan 



 
Sumber : Dinas PUPR Kota Palembang 2023 

 

Awalnya kota Palembang dibagi atas 19 daerah drainase, akhir-akhir ini bisa dibagi 

menjadi 21 daerah drainase dengan membagi Gasing dan Rengas-Lacak, lalu Sriguna dan 

Plaju. 21 daerah drainase kota Palembang adalah Bendung, Kedukan, Keramasan, Buah, 

Boang, Gandus, Sekanak, Lawang Kidul, Gasing, Lambidaro, Juaro, Nyiur, Borang, Batang, 

Sei Lincah, Sriguna, Jakabaring, Plaju, Aur, Kertapati, Rengas-Lacak. Batas masing-masing 

daerah drainase ditentukan lagi melalui peta GIS, berdasarkan peta daerah drainase yang sudah 

ada. Diketahui bahwa dari 21 daerah drainase, daerah Lambidaro adalah yang paling besar 

yaitu 64.5 dan Lawang Kidul ㎢ adalah yang palng kecil yaitu 1.7㎢, (Al Amin, M. B. 2016). 

dan masing-masing luas area daerah drainase adalah sebaga berikut. 

Tabel 3. Daerah Drainase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sumber : Dinas PUPR Kota Palembang 2023 

 

4. Perilaku Masyarakat Membuang Sampah Di Sungai 

Sampah adalah salah satu penyebab utama banjir di kota. Sampah yang dihasilkan kota 

Palembang adalah sekitar 1.200-1.400 ton per hari. Salah satu penyebabnya adalah tidak 

tersedianya tempat yang layak untuk menampung sampah warga, sehingga sampah menumpuk 

di mana-mana. Ketidakperdulian masyarakat akan sampah, salah satunya adalah ditemukan 

pada masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai yang umumnya menjadikan sungai 

sebagai tempat pembuangan sampah. Sampah yang terlalu banyak dapat menumpuk dan 

menghambat aliran sungai menuju laut. Selain itu Penumpukan sampah sungai juga dapat 

mendangkalkan sungai, akibatnya jika curah hujan tinggi sungai yang dangkal dapat meluap 

sehingga menyebabkan banjir. Berdasarkan hasil Observasi langsung di lapangan pada saluran 

drainase yang terdapat di Kecamatan Plaju menunjukkan beberapa permasalahan sebagai 

faktor penyebab banjir, antara lain: Penumpukan sampah pada saluran drainase, Kurangnya 

kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan terutama sampah yang kian menumpuk 

mengakibatkan tersumbatnya saluran drainase yang ada, tidak berfungsinya saluran drainase, 

Rusaknya struktur pada saluran drainase dapat mempersempit dimensi saluran, bebatuan pada 

dinding yang rusak juga akan menumpuk di dalam saluran. Banyaknya endapan atau 

sedimentasi di dalam saluran drainase menyebabkan saluran drainase tak lagi berfungsi untuk 

mengalirkan air sehingga air akan tergenang di permukaan jalan. 

Gambar 5. Perilaku masyarakat membuang sampah dan material ke aliran sungai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi Dinas PUPR 

5. Perilaku Masyarakat Mendirikan Bangunan dan Membuang Material Bangunan Ke Saluran 

Air. 



Banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan disaluran air serta membuang material 

hasil bangunan kesaluran air. Pada kawasan pemukiman di Kelurahan Bukit Lama tempat 

tinggal atau bangunan yang terbangun di sepanjang sungai mengambil bagian bantaran sungai 

oleh karena itu terjadinya penyempitan alur sungai dan daya tampung deras aliran air yang 

semakin berkurang, sehingga setiap terjadinya curah hujan tinggi air meluap menggenangi 

pemukiman. Dengan berkembangnya bantaran sungai sebagai kawasan pemukiman 

berdampak turunnya nilai fungsi sungai sebagai retarding pond, ancaman banjir, dan dapat 

menurunkan kualitas lingkungan sekitar kawasan pemukiman. Permasalahan lain yang 

menjadi penyebab terjadinya banjir di pemukiman, Sebagai Contoh daerah Bukit Lama adalah 

akibat dari dampak perilaku manusia dalam mendirikan bangunan. Terdapat banyak 

masyarakat yang menimbun daerah saluran air dengan mendirikan bangunan, hal ini dapat 

menyebabkan tidak mampunyai daya resapan menampung air dalam jumlah yang besar 

sehingga air akan meluap melebihi batas normal. Disamping itu dengan adanya sampah 

disekitar warga juga menyebabkan dapat timbulnya bau disekitar pemukiman dan timbulnya 

penyakit. Sampah juga menyumbat aliran drainase disekitar pemukiman yang menyebabkan 

tersumbatnya aliran air. Hal ini terjadi dikarenakan faktor tata ruang yang kurang baik, 

minimnya tempat pembuangan yang tetap dan dekat dengan pemukiman juga kurangnya 

kesadaran akan kebersihan membuang sampah dibawah rumah nya dan di rawa-rawa. Bencana 

banjir yang terjadi di pemukiman seperti yang berada di Jalan Darmapala Lorong Bukit 

Permata Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang di pengaruhi oleh beberapa 

faktor. Faktor tersebut tidak hanya permasalahan dari luar saja, melainkan dari faktor dalam 

yakni faktor dari masyarakat pemukiman sendiri. Kurangnya kesadaran dan tidak pedulinya 

masyarakat dalam pentingnya mencegah banjir yang masih terbilang minim. Hal tersebut yang 

mengakibatkan terjadinya banjir yang semakin sering di musim penghujan. Pembangunan 

perumahan dan pemukiman yang kurang terpadu dan tidak terarah di daerah Bukit Lama 

cenderung mengalami degradasi lingkungan menyebabkan kawasan menjadi pemukiman 

kumuh dan hal tersebut juga akan berdampak langsung akan permasalahan bencana 

lingkungan salah satunya bencana banjir. Terdapat beberapa penyebab masalah dalam 

terjadinya banjir pada pemukiman di Bukit Lama seperti terbatasnya akses untuk mendapat 

hunian yang memadai telah memyebabkan masyarakat untuk tinggal di sempadan sungai 

sebagai tempat bermukim yang tidak sesuai dengan Tata Ruang Kota Palembang dan juga 

dampak perilaku manusia dalam menjaga lingkungan. Terdapat banyak sampah yang 

menggenangi di sekitar perumahan warga dan masalah sampah dan sedimentasi tersebut yang 



merupakan salah satu faktor utama dalam penyebab terjadinya banjir. Penataan pembangunan 

kota yang mengabaikan keseimbangan alam, taman dan hutan buatan bahkan daerah resapan 

air diubah menjadi bangunan, jalan bahkan perumahan yang berakibat daerah resapan air yang 

tersisa tidak lagi mampu menampung air hujan, air inilah yang akan tumpah menggenangi 

jalan, perumahan dan tempat umum  

Gambar 6. Perilaku Masyarakat yang Mendirikan Bangunan di Saluran Air 

 

 

 

 

 

 

 

5. Faktor Kebijakan yang tidak Konsisten 

Beberapa peraturan perundangan ataupun regulasi baik ditingkat pusat amupun daerah yang 

terkait dengan pengendalian banjir sudah banyak dibuat, diantaranya: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan 

Bencana. 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 

Tentang Sungai  

4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan                  Ruang. 

5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir & Pulau-Pulau Kecil. 

6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana. 

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 4 Tahun 2015 Tentang 

Penetapan Wilayah Sungai. 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 26 Tahun 2015 Tentang 

Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai. 

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 Tahun 2015 Tentang 

Bendungan. 

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan    Danau. 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.  

13. Peraturan Walikota Palembang No. 55 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Penataan 

Bangunan di Tepi Sungai. 



14. Peraturan Daerah Kota Palembang No 1 Tahun 2018 Tentang Dokumen Lingkungan 

Hidup dan Izin Lingkungan. 

15. Peraturan Daerah Kota Palembang No 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.  

16. Peraturan Daerah Kota Palembang No. 11 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan 

Pemanfaatan Rawa. 

Sebagai contoh Misalnya dibuatnya Peraturan daerah Kota Palembang No 11 Tahun 2012 

tentang Pembinaan dan Pemanfaatan Rawa harapannya Pemerintah kota Palembang bisa 

mengendalikan pemanfatan lahan rawa. Karena Pemerintah kota Palembang, berdasarkan dengan 

pasal 4 dan 5 Peraturan daerah No. 11 tahun 2012 berwenang melakukan pengendalian penggunaan 

lahan rawa supaya tak mudah dan cepat terjadi perubahan fungsinya sebagai wilayah penyangga air 

yang telah diatur pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Akan tetapi pada kenyataannya 

terdapat beberapa wilayah di Kota Palembang yang seharusnya menjadi kawasan rawa, malah 

ditimbun buat kepentingan perumahan, pertokoan, dan sebagainya. Akibat penimbunan rawa tersebut 

mengurangi jumlah anak sungai yang berfungsi sebagai saluran drainase, dari 280 anak sungai kini 

hanya tersisa sekitar 60 anak sungai. Kondisi inilah yang mengakibatkan air hujan tak bisa mengalir 

dengan sempurna ke Sungai Musi. Karenanya, kota Palembang terus dilanda banjir, baik dari hujan 

maupun pasang surutnya Sungai Musi. Kemudian Permasalahan Banjir Dikota Palembang adalah 

bahwa selama ini disinyalir kebijakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait isu lingkungan 

tidak melalui proses perumusan dan mekanisme yang baik serta tidak melibatkan partisipasi aktif dari 

masyarakat sehingga dampak dari kebijakan tersebut justru mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. 

Ketika banjir besar melanda Kota Palembang pada akhir 2021 lalu dan menimbulkan kerugian yang 

sangat massif bagi masyarakat, mengakibatkan pemerintah Kota Palembang digugat oleh masyarakat 

terdampak banjir dan aliansi masyarakat yang tergabung dalam WALHI (Wahana Lingkungan Hidup 

Indonesia), dan ternyata untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia gugatan tersebut 

dimenangkan dan dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang. Dalam keputusan 

gugatan tersebut, Pemerintah Kota Palembang dianggap lalai dalam mencegah sekaligus 

mengendalikan banjir serta telah melanggar Perda nomor 15 tahun 2012 mengenai RTRW kota. 

Akibatnya 4.000 warga Palembang terdampak menjadi korban banjir. Keputusan gugatan itu juga 

mewajibkan Pemerintah harus segera menyediakan atau menghentikan alih fungsi rawa, menyediakan 

rawa konservasi hingga pengendalian dengan menyediakan kolam retensi yang memadai dan 

melakukan pengelolaan sampah di setiap kelurahan. 

Kemudian Menurunnya fungsi sungai di Kota Palembang perlu mendapatkan perhatian yang 

serius dari semua pihak. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah 

No.38 tahun 2011 tentang pengelolaan sungai yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan 



dengan tujuan untuk kemanfaatan sungai yang berkelanjutan. Pengelolaan sungai yang terdiri atas 

konservasi sungai, pengembangan sungai dan pengendalian daya rusak sungai dilakukan dengan 

melibatkan instansi teknis, swasta termasuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan sungai. Salah 

satu pendekatan yang ditempuh pemerintah dalam melibatkan masyarakat dalam mereduksi 

permasalahan banjir adalah dengan menjalin kemitraan dengan membentuk Komunitas Peduli Sungai 

Peduli Banjir sejak 2017. Beberapa komunitas Peduli Sungai Peduli Banjir tersebut adalah  

               Tabel 4. Komunitas Peduli Sungai Peduli Banjir di Kota Palembang 

No Nama Komunitas Peduli Banjir/Komunitas Peduli Sungai 

1. KMPB Tanjung Sari 

2. KMPB Sapta Marga 

3. KMPB Kedamaian 

4. KMPS dan KMPB Bukit Baru I 

5. KMPS dan KMPB Tanjung Rawo 

6. KMPS dan KMPB Perumahan Bukit Sejahtera 

7. KMPB dan KMPS Sungai Hitam 

8. KMPB dan KMPS Sungai Lambidaro RT 56 

9. KMPB dan KMPS Sungai Sekanak 

10. KMPB dan KMPS Hulubalang 

11. KMPB Anggada 

12. KMPS Sekanak Hulu 

13. KMPB dan KMPS 9 Ilir  

14. KMPB Kepandean Baru 

15. KMPB 2 Ilir 

16. KMPB dan KMPS Kuto Batu 

17. KMPB 5 Ilir 

18. KMPB dan KMPS Sei Pangeran 

19. KMPB Perumahan Citra Damai 2 

20. KMPB 20 Ilir D 4 

21. KMPS dan PB 5 Ulu RT 36 

22. KMPB dan PB 22 Ilir Jeramba Karang 

23. KMPB dan PB 2 Ilir RT 35 Yayasan 2 

24. KMPS dan PB Silaberanti RT 30 

25. KMPS dan PB Sako RW 36 

26. KMPB Pertahanan 

27. KMPB Sosial 

28. KMPB Kijang Mas 

29. KMPB Pasundan Yuka 

30. KMPB Sentosa 

Namun walaupun sudah ada komunitas Peduli Sungai Peduli Banjir di Kota Palembang 

permasalahan banjir belum juga tereduksi dengan baik. 

Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang telah diuraikan perlu dilakukan sebuah Analisis 

komprehensif Kebijakan Mitigasi Resiko Banjir Berbasis Kolaborasi Dan Partisipasi Masyarakat Di 



Kota Palembang yang akan direalisasikan dalam Disertasi berjudul “Model Kebijakan Mitigasi 

Resiko Banjir Berbasis Kolaborasi Dan Partisipasi Masyarakat Di Kota Palembang” penelitian ini 

diharapkan menghasilkan rumusan, rekomendasi atau Model Kebijakan Mitigasi Resiko Banjir 

Berbasis Kolaborasi Dan Partisipasi Masyarakat Di Kota Palembang. 

1.2. Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan berbagai identifikasi masalah yang diuraikan diatas Maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah   

1. Kondisi Geomorfologi dan Curah Hujan Tinggi 

Kota Palembang merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata hanya sekitar 

8 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini didominasi oleh kawasan rawa dan aliran sungai 

yang sangat rentan mengalami luapan, khususnya saat musim hujan tiba. Curah hujan yang 

tinggi pada periode-periode tertentu semakin meningkatkan potensi terjadinya banjir. 

Berdasarkan data nasional, Kota Palembang termasuk dalam 20 kota dengan tingkat 

kerawanan banjir tertinggi di Indonesia. 

2. Sistem Drainase yang Buruk 

Infrastruktur drainase di Kota Palembang belum memadai untuk mengalirkan air hujan secara 

efektif. Kondisi ini menyebabkan banyaknya genangan air yang kemudian berkembang 

menjadi banjir, terutama di kawasan permukiman padat dan daerah rendah. 

3. Perilaku Masyarakat yang Merusak Lingkungan 

Perilaku sebagian masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan saluran air menghambat 

aliran air dan mempercepat terjadinya sumbatan. Selain itu, pendirian bangunan liar di 

sepanjang bantaran sungai serta pembuangan material bangunan ke dalam saluran air turut 

memperburuk kondisi sistem drainase. 

4. Kebijakan Lingkungan yang Tidak Konsisten 

Implementasi kebijakan lingkungan oleh pemerintah daerah masih belum konsisten, baik dari 

segi perencanaan, pengawasan, maupun penegakan aturan. Pemanfaatan lahan yang tidak 

sesuai dengan daya dukung lingkungan juga menjadi persoalan, diperparah oleh terjadinya alih 

fungsi lahan sebesar 25,74% sepanjang tahun 2000–2020, khususnya di wilayah Daerah Aliran 

Sungai (DAS), yang berdampak langsung pada meningkatnya kejadian banjir. 

5. Kurangnya Kolaborasi Kelembagaan 

Koordinasi dan kolaborasi antara lembaga pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat 

sipil, dan komunitas lokal dalam upaya penanggulangan banjir masih tergolong lemah. Tidak 



adanya sinergi yang kuat menyebabkan pendekatan yang dilakukan bersifat sektoral dan 

kurang efektif. 

6. Rendahnya Partisipasi Masyarakat 

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan mitigasi banjir masih sangat terbatas. Masyarakat 

belum diberikan ruang yang cukup dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan 

program penanggulangan banjir yang berbasis lokal. 

Dan pertanyaan penelitian yang ingin dikaji adalah bagaimana Model Kebijakan Mitigasi 

Resiko Banjir Berbasis Kolaborasi Dan Partisipasi Masyarakat Di Kota Palembang? serta bagaimana 

pengaruh partisipasi masyarakat dan kolaborasi kelembagaan dalam mitigasi resiko  banjir di Kota 

Palembang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis Kerangka Kebijakan Mitigasi Resiko Banjir di Kota Palembang 

Mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan dan regulasi yang ada terkait mitigasi banjir, termasuk 

instrumen hukum. Mengkaji efektivitas kebijakan dalam mengurangi risiko banjir, mengelola drainase 

perkotaan, dan melindungi daerah resapan air. 

2. Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Banjir: 

Menganalisis tingkat kesadaran, pengetahuan, dan keterlibatan masyarakat dalam program-program 

mitigasi banjir, Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi aktif masyarakat, seperti 

akses informasi, dan sumber daya, Mengevaluasi dampak partisipasi masyarakat terhadap 

keberhasilan implementasi kebijakan mitigasi resiko banjir. 

3. Mengidentifikasi dan Menganalisis Bentuk Kolaborasi Kelembagaan. 

Memetakan jaringan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan 

akademisi dalam mitigasi banjir, Menganalisis efektivitas koordinasi, komunikasi, dan pembagian 

peran antar lembaga dalam mencapai tujuan mitigasi banjir dan Mengidentifikasi kendala dan peluang 

dalam mewujudkan kolaborasi yang efektif. 

4. Merumuskan Model Kebijakan Mitigasi Risiko Banjir Berbasis Kolaborasi dan Partisipasi 

Masyarakat: 

Memetakan jaringan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan 

akademisi dalam mitigasi banjir, Menganalisis efektivitas koordinasi, komunikasi, dan pembagian 

peran antar lembaga dalam mencapai tujuan mitigasi banjir dan Mengidentifikasi kendala dan peluang 

dalam mewujudkan kolaborasi yang efektif. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoretis 



1. Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa memberikan masukan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya yang berkaitan langsung penanganan masalah lingkungan dikota besar 

seperti banjir. 

2. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan keilmuan dalam bidang ilmu 

lingkungan, sosiologi lingkungan dan kebijakan publik. 

3. Penelitian ini bisa menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya termasuk perguruan tinggi, 

lembaga pendidikan lainnya, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memahami dan peduli 

terhadap masalah banjir. 

4. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya. 

5. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu sosiologi lingkungan dan ilmu lingkungan, yaitu 

kebijakan, partisipasi masyarakat dan salah satu permasalahan lingkungan yaitu banjir. 

Manfaat Praktis 

1. Manfaat praktis bagi peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti 

dalam menerapan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata. 

2. Manfaat praktis bagi akademisi, yaitu diharapkan adanya hasil penelitian bisa menjadi bahan 

rujukan dan literature review terhadap kajian banjir. 

3. Manfaat praktis bagi masyarakat, yaitu diharapkan adanya hasil penelitian bisa menjadi 

masukan yang berharga terkait permasalahan banjir di kota Palembang. 

4. Manfaat praktis bagi pemerintah diharapkan dapat akan memberikan masukan pada pemerintah 

selaku pembuat kebijakan agar memperhatikan persoalan lingkungan. 

5. Manfaat praktis bagi mahasiswa, yaitu sebagai pedoman dan literatur terkait persoalan 

lingkungan. 

1.5. Kebaharuan Penelitian (Novelty)  

Kebaharuan Penelitian (Novelty) pada dasarnya merupakan unsur originalitas. Suatu temuan 

yang bersifat baru. Artinya menemukan apa yang belum di temukan orang lain. Menemukan celah 

pengetahuan baru, masalah baru dan metode baru dari sekian banyak riset yang telah dilakukan. 

Novelty di temukan ketika kita mencoba menjelajahi fenomena dari permasalahan penelitian. Dapat 

saja sebuah penelitian di katakan memiliki novelty walaupun mempunyai variabel penelitian yang 

sama tetapi dengan lingkungan yang berbeda. 

Kajian-kajian ilmiah terkait kebijakan banjir mengalami perkembangan signifikan dalam tujuh 

tahun terakhir, sebagaimana tercermin dalam hasil pemetaan visual bibliometrik menggunakan 

VOSviewer terhadap 300 artikel internasional bertema banjir yang terbit antara tahun 2018 hingga 

2025. Hasil visualisasi menunjukkan jejaring kata kunci yang kompleks dan terbagi ke dalam 

https://penelitianilmiah.com/hasil-penelitian/


beberapa klaster utama. Klaster pertama yang ditandai dengan warna hijau menunjukkan dominasi 

kata kunci seperti flood, flood risk, dan policy, yang menandakan bahwa pendekatan dominan dalam 

studi kebijakan banjir masih berfokus pada manajemen risiko banjir secara teknokratis. Klaster kedua, 

yang berwarna merah, menyoroti tema-tema seperti policy, flood risk management, dan development, 

yang menunjukkan bahwa riset juga cukup intensif membahas integrasi kebijakan dengan pengelolaan 

kawasan rawan banjir serta perencanaan pembangunan berbasis risiko. Klaster ketiga, berwarna biru, 

menampilkan kata kunci seperti resilience, flooding, dan assessment, yang mengindikasikan adanya 

pendekatan evaluatif terhadap kebijakan yang telah diterapkan dan fokus pada konsep ketahanan 

terhadap banjir. Sementara itu, klaster keempat dan kelima, yang masing-masing berwarna kuning dan 

ungu, menampilkan tema-tema seperti flood insurance, adaptation, vulnerability, dan community. 

Walaupun menyentuh aspek sosial dan partisipatif, klaster ini tampak berada di pinggiran jejaring 

utama, menandakan bahwa isu partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas aktor belum menjadi pusat 

perhatian dalam wacana global kebijakan banjir. 

Kondisi ini membuka ruang kebaruan bagi penelitian berjudul "Model Kebijakan Mitigasi 

Risiko Banjir Berbasis Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat". Penelitian ini hadir untuk mengisi 

celah yang belum terjamah secara substansial dalam literatur internasional, yakni kebutuhan akan 

pergeseran paradigma dari pendekatan top-down menuju pendekatan yang kolaboratif dan berbasis 

partisipasi masyarakat. Kajian-kajian sebelumnya menunjukkan dominasi perspektif negara dan 

pembuat kebijakan sebagai aktor utama, sementara peran masyarakat masih bersifat pasif sebagai 

objek kebijakan. Penelitian ini menawarkan suatu model kebijakan yang menempatkan masyarakat 

sebagai subjek aktif dalam proses mitigasi banjir, dengan menjalin kolaborasi antar pemangku 

kepentingan seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Model ini 

tidak hanya memperkuat aspek ketahanan sosial, tetapi juga mengintegrasikan teori-teori governance 

kolaboratif, serta pendekatan partisipatif yang telah terbukti relevan dalam konteks pengelolaan 

bencana berbasis lokal. Dalam konteks inilah, kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan 

sistemik antara teori dan praktik, serta pada desain kebijakan mitigasi banjir yang bersifat adaptif, 

inklusif, dan berorientasi jangka panjang. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Visualisasi Analisis VOSviewer Artikel Banjir 

Visualisasi dari 300 artikel diseluruh dunia dari tahun 2018-2025 yang mengkaji tentang 

kebijakan banjir dari sumber sumber seperti Scopus, Scimago, Elvesier, Wiley and Francis, Springer 

yang didapat dari Publish or Perish dengan analisis VOSviewer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Visualisasi Analisis VOSviewer Keberadaan Penelitian 

Pada gambar jejaring diatas terlihat bahwa kajian banjir dan kebijakan bukan menjadi kajian 

yang signifikan dikaji secara bersamaan. Trend kajian yang muncul justru kajian banjir berbasis 

komunitas dimulai tahun 2022. kebaharuan penelitian ini menghubungkan sejumlah kajian yang 

sejauh ini belum berkaitan satu sama lain yakni kajian soal kebijakan banjir, mitigasi resiko dan kajian 

berbasis partisipasi masyarakat dalam bentuk komunitas. apabila dilihat pada gambar semua kajian 

tersebut tidak pernah dibahas secara bersamaan tapi dibahas masing masing, sementara riset ini 

membahas kesemua komponen tersebut sehingga menghasilkan sebuah kajian model kebijakan 

mitigasi resiko banjir berbasis partisipasi komunitas masyarakat selain itu pada gambar diatas terlihat 

bahwa belum ada kajian yang menggunakan pendekatan kolaboratif. Sedangkan penelitian ini selain 



membahas kajian partispasi masyarakat dalam kebijakan mitigasi resiko banjir juga menggunakan 

pendekatan kolaboratif didalam kajiannya. 

Kebaharuan Penelitian (Novelty) lainnya dalam rancangan penelitian ini adalah Terciptanya 

Model Kebijakan Mitigasi Resiko Banjir Berbasis Kolaborasi Dan Partisipasi Masyarakat Di Kota 

Palembang berdasarkan dari hasil penelitian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya 

memperkaya literatur akademik melalui pendekatan teoritis yang komprehensif, tetapi juga 

memberikan kontribusi praktis terhadap perumusan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap 

tantangan nyata di lapangan. Dalam konteks negara berkembang yang kerap menghadapi bencana 

banjir secara berulang, kebijakan yang bersifat kolaboratif dan berakar dari kebutuhan serta kapasitas 

lokal merupakan solusi strategis yang sangat relevan. Maka dari itu, model kebijakan yang diusulkan 

dalam penelitian ini dapat menjadi rujukan penting dalam merancang strategi mitigasi risiko banjir 

yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan. 

1.6. Batasan Penelitian 

Palembang merupakan salah satu kota di Indonesia yang mengalami permasalahan banjir setiap 

tahun. Kompleksnya penyebab permasalahan banjir ini membuat permasalahan banjir ini belum 

terselesaikan dengan baik. Banjir di kota Palembang disebabkan berbagai faktor yaitu  faktor alam 

dan faktor manusia. Penelitian mengenai permasalahan banjir di Kota Palembang pun sudah banyak 

dilakukan. Beberapa aspek yang dapat menjadi bahan penelitian mengenai permasalahan banjir di 

Kota Palembang antara lain adalah pengukuran tinggi pasang surut, permasalahan kependudukan, peta 

rupa bumi dan rendahnya topografi Kota Palembang, penggunaan lahan, permasalahan genangan dan 

jaringan drainase Kota Palembang, analisis hidrologi, analisis hidrolika dan kapasitas saluran air, 

Tinggi pasang Sungai Musi ketika pasang sehingga terjadi aliran balik menuju hulu sungai, kebijakan 

yang tidak konsisten soal tata ruang, peningkatan jumlah penduduk sebesar setiap tahun yang 

mengakibatkan peningkatan luas area terbangun, pendangkalan sungai akibat dari perilaku 

masyarakat yang tinggal di pinggir sungai membuang sampah ke sungai, seperti minimnya kolaborasi 

serta aspek aspek lain dalam menangani permasalahan banjir. Dalam penelitian ini dibatasi pada aspek 

Kebijakan Publik dan aspek Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat. 

1.7. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis Model Kebijakan Publik Berbasis Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam 

Mengatasi Permasalahan Banjir di Kota Palembang sebagai berikut: 

1. Kebijakan yang dibuat pemerintah terkait permasalahan banjir dapat mengurangi dampak 

banjir dikota Palembang. 



2. Partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan dalam Kebijakan mitigasi 

resiko banjir di Kota Palembang  

3. Kolaborasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kebijakan mitigasi resiko banjir 

di Kota Palembang 

4. Diperlukan Kebijakan mitigasi resiko Banjir Berbasis Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat 

Dalam mengatasi permasalahan banjir di Kota Palembang. 
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